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 ABSTRAK 

 

PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI CORETAX BERBASIS 

UNIFIKASI DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG PPH PASAL 23 

ATAS JASA ANGKUT PADA PT DEF 

(Studi Kasus PT DMS Konsultan) 

 

Oleh 

RETNO ANJARWATI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem 

administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa angkut pada PT DEF (Studi Kasus PT DMS 

Konsultan). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya transformasi 

sistem administrasi perpajaakan melalui Coretax yang mengintegrasikan berbagai 

layanan perpajakan dalam satu platform, sehingga diharapjan dapat meningkatkan 

efisiensi, akurasii, dan kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan memandingkan praktik 

di perusahaan dengan ketentun perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi coretax mempermudah proses 

administrasi perpajakan, khususnya dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23. 

Namun, masih terdapat kendala berupa penyesuaian penggunaan dan gangguan 

teknis pada sistem. Dengan demikian, penerapan sistem Coretax berbasis unifikasi 

dinilai cukup efektif dalam mendukung efisiensi dan kepatuhan administrasi 

perpajakan, meskipun masih memerlukan optimalisasi. 

 

Kata kunci: Coretax, Unifikasi, PPh Pasal 23, Jasa Angkut 
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ABSTRACK 

IMPLEMENTATION OF A UNIFIED CORETAX ADMINISTRATION 

SYSTEM IN PREPARING ARTICLE 23 INCOME TAX WITHHOLDING 

RECEIPTS FOR TRANSPORTATION SERVICES AT PT DEF 

(Case Study of PT DMS Konsultan) 

 

By 

RETNO ANJARWATI 

This study aims to determine and analyze the implementation of the unification-

based Coretax administration system in creating proof of withholding of Income 

Tax (PPh) Article 23 for transportation services at PT DEF (Case Study of PT 

DMS Konsultan). The background of this study is based on the transformation of 

the tax administration system through Coretax which integrates various tax 

services in one platform, so that it is expected to improve efficiency, accuracy, 

and taxpayer compliance. The method used is descriptive qualitative with data 

collection techniques through observation, interviews, and documentation. The 

analysis was carried out by comparing practices in the company with applicable 

tax provisions. The results of the study indicate that the implementation of the 

Coretax administration system simplifies the tax administration process, 

especially in creating proof of withholding of Income Tax Article 23. However, 

there are still obstacles in the form of adjustments to use and technical 

disruptions in the system. Thus, the implementation of the unification-based 

Coretax system is considered quite effective in supporting the efficiency and 

compliance of tax administration, although it still requires optimization. 

Keywords: Coretax, Unification, Income Tax Article 23, Transportation Services 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajajakan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang 

memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai 

sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh 

karena itu, sistem administrasi perpajakan perlu terus dikembangkan agar mampu 

meningkatkan efektivitas penerimaan negara dan kepatuhan wajib pajak. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia 

menerapkan Coretax Administration System (CTAS) sebagai bentuk modernisasi 

administrasi perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses 

pendaftaran, perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pengawasan pajak ke 

dalam satu platform digital. Menurut Mahardhika (2025), coretax merupakan 

sistem administrasi perpajakan digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan 

transparasi dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Salah satu fitur utama dalam 

Coretax adalah penerapan sistem unifikasi dalam administrasi pemotongan dan 

pemungutan pajak. Sistem ini menggabungkan beberapa jenis pajak yang 

sebelumnya dikelola secara terpisah ke dalam satu mekanisme administrasi 

terpadu. Susena et al., (2025) menyatakan bahwa bukti potong unfikasi dalam 

Coretax mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, serta PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) dalam satu sistem terintegrasi.  

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan atas 

penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa
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tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. PPh Pasal 23 

merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan 

yang diterima wajib pajak dalam negeri (Saputra & Fitriani, 2025). Salah satu 

objek PPh Pasal 23 adalah pembayaran atas jasa tertentu, termasuk jasa angkut 

sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap pihak yang melakukan pembayaran atas 

jasa tersebut berkewajiban memotong pajak serta membuat bukti potong sebagai 

dokumen resmi pemenuhan kewajiban perpajakan.  

PT DEF sebagai perusahaan yang menggunakan jasa angkut dalam kegiatan 

operasionalnya memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 23 

atas transaksi tersebut. Dalam pelaksanaannya perusahaan memanfaatkan sistem 

Coretax berbasis unifikasi untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23. 

Penggunaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses adminstrasi, 

meningkatkan kecepatan data, dan mempermudah pelaporan pajak. Namun, 

implementasi sistem baru juga menghadapi berbagai kendala. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Amiliyah dan Prihastiwi (2025), menunjukkan bahwa 

penggunaan Coretax dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 belum 

sepenuhnya efektif karena masih terjadi gangguan sistem serta kendala data wajib 

pajak. Beberapa wajib pajak melaporkan kendala seperti penyesuaian proses kerja, 

pembelajaran antarmuka baru, dan kebutuhan pelatihan tambahan bagi petugas 

pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi sistem digital 

perpajakan masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar dapat berjalan 

optimal.  

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan sistem administrasi Coretax berbasis 

unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut merupakan 

hal yang penting untuk dikaji. Penelitin ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai prosedur pelaksanaan, manfaat yang diperoleh, serta kendala 

yang dihadapi perusahaan dalam penggunaan sistem tersebut. Oleh karena itu, 

penulis menyusun tugas akhir dengan judul “Penerapan Sistem Administrasi 

Coretax Berbasis Unifikasi dalam Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 

atas Jasa Angkut pada PT DEF” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis membuat rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi Coretax berbasis unifikasi 

dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut di PT DEF? 

2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa angkut pada 

PT DEF sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku? 

3. Bagaimana prosedur pembuatan bukti potong unifikasi PPh Pasal 23 

melalui sistem Coretax pada PT DEF? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi di PT DEF dalam penerapan sistem 

administrasi Coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti potong 

PPh Pasal 23 atas jasa angkut? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan 

dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi Coretax berbasis 

Unifikasi dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut 

pada PT DEF. 

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa 

angkut pada PT DEF sesuai dengan ketentuan  perpajakan yang berlaku. 

3. Untuk mengetahui prosedur pembuatan bukti potong unifikasi PPh Pasal 

23 melalui sistem Coretax pada PT DEF. 

4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT DEF dalam penerapan 

sistem administrasi coretax berbasis unifikasi dalam pembuatan bukti 

potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, 

khususnya mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis 

digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi Coretax 

Administration System, khususnya dalam proses pembuatan bukti potong 

PPh Pasal 23 berbasis unifikasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memperkaya kajian mengenai modernisasi administrasi perpajakan serta 

efektivitas penggunaan sistem informasi dalam memingkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

administrasi perpajakan, khususnya pada proses pembuatan bukti 

potong PPh pasal 23, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan 

dapat berjalan secara tertib, sistematis dan sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. 

2) Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis 

mengenai praktik administrasi perpajakan secara langsung, khususnya 

terkait penggunaan ssitem Coretax dalam pemenuhan kewajiban pajak 

perusahaan. 
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3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Sebagai masukan dalam evaluasi dan pengembangan sistem 

administrasi perpajakan digital, khususnya terkait kendala dan 

hambatan yang dialami wajib pajak badan menggunakan Coretax, 

sehingga sistem dapat lebih optimal dan mendukung kepatuhan 

perpajakan. 

4) Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi 

mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam 

praktik dunia usaha. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan  pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. Menurut Tanggunian et al., (2026) pajak merupakan sumber utama 

penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah 

dan pelayanan publik. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan (budgetair), 

tetapi juga sebagai instrumen regulasi untuk mengatur kegiatan ekonomi dan 

sosial masyarakat.  

Secara luas pajak diartikan sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh semua 

individu yang berstatus sebagai wajib pajak kepada negara, yang kemudian 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah serta masyarakat umum. Pajak 

dianggap sebagai sebuah kontraprestasi, yang berarti bahwa pembayaran 

dilakukan kepada negara bukan untuk mendapatkan imbalan, melainkan untuk 

mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak 

memainkan peran penting dalam sistem penerimaan negara karena menjadi 

sumber utama dana untuk membiayai pembangunan nasional, menjalankan 

pemerintahan, serta memberikan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat. 

Tanpa penerimaan pajak yang baik, negara akan kesulitan menjalankan peran-

perannya dengan baik.  
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2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan suatu negara. Selain sebagai sumber penerimaan 

negara, pajak juga digunakan sebagai intrumen untuk mengatur kebijakan di 

bidang ekonomi dan sosial. Menurut Mardiasmo (2023), pajak memiliki fungsi 

anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulenrend). Selain itu, Waluyo 

(2021) menambahkan bahwa pajak juga memiliki fungsi stabilitas dan fungsi 

redistribusi pendapatan. Adapun penjelasan dari keempat fungsi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak memiliki fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak berperan 

sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk 

membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat 

menjanlankan kegiatan pemerintahan serta menyediakan fasilitas dan 

pelayanan publik bagi masyarakat. 

2. Fungsi mengatur (regulenrend) 

Fungsi regulenrend berarti bahwa pajak digunakan sebagai alat oleh 

pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial 

dan ekonomi. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong 

atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu, memberikan insentif bagi 

sektor usaha yang dianggap strategis, serta mengendalikan tingkat 

konsumsi dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 
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4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhrinya akan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi pajak tersebut, 

diperlukan sistem administrasi perpajakan yang tertib, efektif, dan berbasis 

teknologi informasi. Modernisasi administrasi perpajakan menjadi langkah 

strategis pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta kualitas 

pengelolaan data perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi tersebut adalah 

penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax yang dikembangkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem terpadu dalam mendukung optimalisasi 

fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai alat 

pengaturan kebijakan.  

2.1.3 Jenis Pajak 

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) 

pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan 

sifatnya, serta lembaga pemungutnya. Pengelompokkan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai karaktersitik masing- 

masing pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. 

1. Pajak Berdasarkan Cara Pemungutannya. 

a) Pajak langsung 

Pajak langsung merupakan pajak yang kewajiban pembayarannya dibebankan 

secara langsung kepada Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak 

lain. Artinya, pelunasan pajak tersebut harus dilakukan sendiri oleh Wajib 

Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

udangan yang berlaku (Mardiasmo, 2023). Contohnya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). Dalam beberapa penelitian, pajak langsung seperti Pajak 

Penghasilan (PPh) dianggap sebagai intrumen utama dalam pemerataan 
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pendapatan karena bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan wajib 

pajak maka semakin besar pajak yang dikenakan (Susena et al., 2025) 

 

b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak 

lain. Pajak ini umumnya tidak ditetapkan melalui surat ketetapan pajak dan 

tidak dipungut secara berkala. Sejalan dengan itu, Waluyo (2021) menjelaskan 

bahwa pajak tidak langsung memiliki karakteristik utama yaitu, beban 

pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir melalui mekanisme harga 

barang atau jasa. Oleh karena itu, pajak ini bersifat regresif karena 

memprtimbangkan kemampuan ekonomin wajib pajak secara langsung. Contoh 

paling umum dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

2. Pajak Berdasarkan Sifatnya. 

a) Pajak Subjektif 

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada kondisi atau 

keadaaan subjek pajaknya. Artinya, dalam menentukan besarnya pajak. 

Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), karena besarnya pajak yang 

dibayarkan bergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib 

Pajak. 

b) Pajak Objektif 

pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan pada objek 

pajaknya tanpa memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak. Besarnya pajak 

ditentukan oleh nilai atau transaksi atas objek yang dikenai pajak. Contohnya 

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang atau jasa 

kena pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Kalumbang & Arsjah, 

2025). 
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3. Pajak Berdasarkan Lembaga pemungutannya. 

a) Pajak Pusat 

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, 

yang dalam pelaksanaannya sebagian besar ditanganin oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP). Penerimaan dari pajak pusat digunakan untuk membiayai 

berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan 

kesehatan, pendidikan, serta program-program pemerintah lainnya. Contoh 

pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). 

b) Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah 

daeerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penerimaan dari 

pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran 

pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan serta 

pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Contoh pajak daerah antara lain 

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan jenis pajak daerah lainnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (Febrianda et al., 2024). 

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penyelenggaraan sistem perpajakan agar dapat berjalan secara 

adil, memiliki kepastian hukum, serta mampu mencapai tujuan penerimaan negara 

secara optimal. Direktorat Jenderal Pajak (2022) menyatakan bahwa di Indonesia 

terdapat 7 asas pemungutan pajak yang berlaku, di antaranya adalah: 

1. Asas Finansial 

Asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi Wajib Pajak, seperti pendapatan, omset, atau penghasilan 

yang diperoleh. Oleh karena itu, besaran pajak yang dibayarkan setiap Wajib 

Pajak bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi finansialnya. 
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2. Asas Ekonomis 

Asas ekonomis menyatakan bahwa pajak yang dipungut dari Wajib Pajak secara 

keseluruhan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan 

kepentingan umum. Dengan kata lan, pemungutan pajak harus berkontribusi pada 

pembangunan dan kesajahteraan rakyat. 

3. Asas Yuridis 

Asas yuridis menekankan bahwa pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum 

yang sah dan diatur secara ilegal. Pemungutan pajak dilakukan sesuai ketentuan 

undang-undang, salah satunya diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945. 

4. Asas Umum  

Asas umum menekankan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada prinsip 

keadilan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu tertentu. 

Artinya, pajak dipungut dari rakyat dan hasilnya digunakan kembali untuk 

kesejahteraan rakyat secara umum. 

5. Asas Kebangsaan 

Asas kebangsaan menjelaskan bahwa setiap orang yang lahir dan bertempat 

tinggal di Indonesia memiliki untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini didasarkan pada 

status kewarnegaraan dan hubungan dengan negara. 

6. Asas Sumber 

Asas sumber menyatakan bahwa pajak dikenakan kepada Wajib Pajak atas 

penghasilan yang bersumber di Indonesia. Dengan kata lain, pengenaan pajak 

didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya penghasilan tersebut. 
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7. Asas Wilayah  

Asas wilayah menjelaskan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada tempat 

tinggal atau domisili Wajib Pajak. Apabila seorang tidak tinggal atau tidak 

berdomisili di Indonesia, maka pemerintah Indonesia tidak dapat memungut pajak 

atas dirinya, kecuali atas penghasilan tertentu yang bersumber dari Indonesia 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

2.1.5  Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh 

negara dalam mengatur proses penetapan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak yang terutng oleh wajib pajak. Menurut Indriana (2025), sistem pemungutan 

pajak di Indonesia dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu Official 

Assessment System, Self Assessment System, dan Witholding System, yang masing-

masing memiliki karakteristik dan mekanisme berbeda dalam pelaksanaannya. 

Ketiga sistem tersebut diterapkan secara bersamaan untuk menyesuaikan jenis 

pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak nasional. Berikut 

penjelasan mengenai tiga sistem pemungutan pajak: 

1. Self-Assessment System 

Hasanah (2023), menjelaskan bahwa Sistem pemungutan pajak dengan Self-

Assessment System menekankan pada kemandirian dan kesadaran wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib pajak 

diberikan kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang 

yang harus dibayarkan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Secara lebih rinci, wajib pajak berperan aktif dalam seluruh tahapan pemenuhan 

kewajiban pajak, mulai dari menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak 

terutang, melakukan pembayaran, hingga menyampaikam laporan pajak.  

Proses tersebut saat ini dapat dilakukan secara mandiri melalui sistem pembayaran 

dan pelaporan pajak berbasis daring yang telah disediakan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak tidak selalu harus datang langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya peran aktif dari wajib pajak, fungsi 
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aparatur pajak tidak lagi berfokus pada penetapan pajak, melainkan lebih 

diarahkan pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum 

perpajakan apabila ditemukan pelanggaran.  

Self-Assessment System umumnya diterapkan pada jenis pajak seperti Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerapan sistem ini 

dinilai mampu meringankan beban kerja fiskus dalam administrasi pemungutan 

pajak, namun tetap menuntut pengawasan yang optimal agar pelaksanaannya 

berjalan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan menjadi aspek yang sangat penting 

dalam sistem ini, mengingat kelemahan utama Self-Assessment system terletak 

pada tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam 

praktinya, masih terdapat kemungkinan wajib pajak melaporkan dan menyetorkan 

pajak dalam jumlah yang lebih kecil dari dari yang seharusnya, baik karena 

kurangnya pemahaman maupun ketidak patuhan. 

2. Official Assessment System 

Berbeda dengan Self-Assessment System yang menuntut peran aktif wajib pajak, 

Official Assessment System lebih menempatkan petugas instansi pemungut pajak 

sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan besarnya 

pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, perhitungan 

pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas pajak berdasarkan data dan ketentuan 

yang berlaku. Melalui sistem ini, jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan 

cenderung lebih objektif dan akurat dikarenakan ditentukan langsung oleh otoritas 

pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan maupun upaya untuk memperkecil 

atau memperbesar pajak terutang oleh wajib pajak. Sistem ini umumnya 

diterapkan pada pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta jenis 

daerah lainnya (Indriana & Fauzan, 2025). 

Secara umum, Official Assessment System memiliki bebrapa karakteristik utama. 

Pertama, wajib pajak bersifat pasif karena seluruh proses perhitungan pajak 

dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk. Wajib pajak hanya berkewajiban 

membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. 
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Kedua, timbulnya utang pajak terjadi setelah petugas melakukan perhitungan dan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai dasar penagihan. Ketiga, karena wajib 

pajak tidak terlibat secara langsung dalam proses perhitungan pajak, maka 

pemerintah melalui lembaga pemungut pajak memiliki kewanangan penuh dalam 

menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. 

3. Withholding Assessment System 

Sistem pemungutan pajak terakhir yang diterapkan di Indonesia adalah 

Withholding Assessment System. Berbeda dengan Self-Assessment System dan 

Official Assesment System yang menempatkan wajib pajak mapun petugas pajak 

sebagai pihak utama yang berperan aktif, dalam Withholding Assessment System 

justru pihak ketiga memiliki peran dominan dalam proses pemungutan pajak 

(Kurniawati, 2018). Dalam sistem ini, pihak ketiga diberikan kewenangan oleh 

negara untuk menghitung, memotong atau memungut, menyetorkan, serta 

melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. 

Pihak ketiga tersebut umumnya merupakan bendahara instansi atau bagian 

keuangan dan perpajakan perusahaan yang melakukan pemotongan pajak atas 

penghasilan karyawan maupun pihak lain yang menerima penghasilan. 

Withholding Assessment System diterapkan pada beberapa jenis pajak, antara lain 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), 

serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelaksanaannya, pemotongan atau 

pemungutan pajak akan disertai dengan penerbitan bukti potong atau bukti pungut 

yang digunakan sebagai dasar pelaporan pajak dan menjadi lampiran dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan. 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk 
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

febrianda et al., (2024), Pajak penghasilan didefinisikan sebagai kontribusi wajib 

yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan atas penghasilan yang 

diperoleh dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun 

pajak guna membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. 

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) 

Objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak atau 

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak. Objek Pajak Penghasilan meliputi: 

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, seperti gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, bonus, komisi, gratifikasi dan pensiun. 

2. Hadiah dan penghargaan. 

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 

5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 

6. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

8. Royalti. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala. 

11. Keuntungan karena pembebasan utang. 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
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13. Premi asuransi. 

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Permata et al., (2024), subjek Pajak Penghasilan pada dasarnya 

mencakup setiap pihak yang memiliki kemampuan ekonomis serta potensi untuk 

memperoleh penghasilan dalam suatu periode tertentu, sehingga pihak tersebut 

dapat menjadi sasaran pengenaan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek Pajak Penghasilan terdiri 

dari: 

1. Orang pribadi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi 

merupakan individu yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia 

lebih dari 183 (seratus delapam puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan, atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia. Orang pribadi yang memenuhi kriteria tersebut dikategorikan sebagai 

subjek pajak dalam negeri dan dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh 

penghasilan yang diterima atau diperoleh , baik yang bersumber dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dapat 

berasal dari berbagai sumber, seperti penghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun 

penghasilan lainnya yang menambah kemampuan ekonomis. 

2. Warisan yang belum terbagi 

Warisan yang belum terbagi merupakan salah satu subjek pajak penghasilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

pajak Penghasilan. Warisan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan sampai 

dibagiikan kepada ahli waris. Selama belum dibagikan, penghasilan yang berasal 

dari harta warisan tetap dikenakan pajak penghasilan. 
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3. Badan 

Menurut Febrianda et al., (2024), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha. Badan sebagai subjek pajak penghasilan meliputi berbagai 

bentuk organisasi dan usaha, antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

firma, koperasi, badan usaha milik negara atau daerah, yayasan, dana pensiun, 

persekutuan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, serta bentuk badan 

lainnya. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia termasuk sebagai 

subjek pajak dalamn negeri atau dikenakan Pajak Penghasilan atas seluruh 

penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan 

tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia. Keberadaan BUT menunjukkan adanya hubungan ekonomi 

yang nyata dengan wilayah Indonesia, sehingga penghasilan yang diperoleh 

melalui BUT tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Penetapan BUT 

sebagai Pajak Penghasilan bertujuan untuk menjamin keadilan perpajakan bagi 

pihak luar negeri maupun yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha di 

Indonesia (Febrianda et al., 2024). 

2.3 Sistem Coretax dalam Perpajakan 

Sistem Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis 

teknologi informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

dalam rangka reformasi dan modernisasi perpajakan di Indonesia. Coretax 

dirancang untuk menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan mulai dari 

pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran 

pajak, pengawasan, hingga penegakan hukum ke dalam satu sistem yang 

terintegrasi (unifikasi data). Dengan sistem ini, administrasi perpajakan menjadi 

lebih efisien, transparan, dan akurat karena seluruh data tersimpan dalam satu 
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basis data terpusat. 

Selain itu, dalam penelitian oleh Baihaqi dan Kristina (2026), dijelaskan bahwa 

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang bertujuan 

untuk memperkuat tata kelola pajak melalui integrasi data dan peningkatan 

kualitas layanan kepada wajib pajak. Sejalan dengan itu, menurut Misbahuddin 

dan kurniawati (2025), Coretax dibangun untuk menggantikan sistem administrasi 

lama yang masih terpisah-pisah sehingga menimbulkan duplikasi data, 

keterlambatan proses, dan keterbatasan pengawasan. Dengan pendekatan 

digitalisasi, sistem ini memungkinkan integrasi data secara otomatis sehingga 

informasi perpajakan wajib pajak dapat diakses secara lebih akurat dan real time.  

Coretax mengintegrasikan lima sistem perpajakan yang sebelumnya berjalan 

secara terpisah sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai 

dari pendaftaran NPWP sampai dengan pelaporan SPT, hanya melalui satu 

aplikasi terpadu (Rendhy, 2025). Selanjutnya penelitian Darmayasa dan Hardika 

(2024), menunjukkan bahwa implementasi Coretax sebagai sistem administrasi 

perpajakan berkontribusi dalam memperkuat kapasitas serta meningkatkan 

kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, Arianty (2024) menyatakan bahwa 

sistem ini mendorong tranparasi dan akurasi dalam pengelolaan data perpajakan, 

sekaligus membantu meminimalkan potensi kecurangan dan penyalahgunaan 

dalam ssitem perpajakan. 

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, Coretax memiliki fungsi strategis dalam 

pengawasan kepatuhan pajak. Sistem ini memanfaatkan teknologi analisis data 

untuk mendeteksi ketidak sesuaian pelaporan, keterlambatan pembayaran, 

maupun potensi penghindaran pajak. Dengan data yang lebih lengkap dan 

terintegrasi, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan berbasis risiko (risk 

based compliance) secara lebih efektif. Kondisi tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara berkelanjutan. 

Di sisi lain, implementasi Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya kendala teknis berupa gangguan sistem, 
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penyesuaian pengguna terhadap tampilan baru, keterbatasan literasi digital, serta 

kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai. Pada awal penerapan, gangguan 

akses dan errror sistem dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada wajib 

pajak, khususnya pada periode pelaporan pajak tahunan. Oleh karena itu, 

keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi 

juga kesiapan sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, dan dukungan 

infrastruktur yang stabil. 

2.4 Bukti Potong Unifikasi 

Bukti potong unifikasi merupakan dokumen perpajakan berbentuk elektronik yang 

berfungsi sebagai bukti resmi atas pelaksanaan pemotongan atau pemungutan 

Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak pemotong atau pemungut, yaitu wajib pajak 

Badan atau instansi pemerintah, terhadap pihak yang menerima penghasilan. 

Bukti ini diberikan kepada pihak yang dipotong sebagai tanda bahwa atas 

penghasilan yang diterima telah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Bukti potong ini diterbitkan secara elektronik dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan SPT Masa Unifikasi 

sebagaimana diatur dalam PER-24/PJ2021 tentang Bentuk dan Tata Cara 

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Pelaporan SPT Masa 

PPh Unifikasi (Anita, D., & Nilamsari, 2024). 

Secara konseptual, bukti potong unifikasi diterapkan untuk mengakomodasi 

pelaporan berbagai jenis PPh dalam satu platform, antara lain PPh Pasal 4 ayat 

(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, serta objek pajak 

lain yang diatur sesuai ketentuan perpajakan. Dengan adanya sistem ini, wajib 

pajak pemotong tidak lagi membuat bukti potong secara terpisah untuk setiap 

jenis pajak, melainkan cukup melalui satu aplikasi yang telah teintegrasi. Kondisi 

tersebut memberikan kemudahan administrasi serta mempercepat proses 

penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikaasi. 

Penerapan bukti potong unifikasi memberikan manfaat signifikan bagi wajib 

pajak maupun otoritas pajak. Dari sisi wajib pajak, sistem ini mampu menurunkan 
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beban administratif karena proses pembuatan bukti potong, validasi data, hingga 

pelaporan dapat dilakukan secara elektronik dalam satu portal. Selain itu, sistem 

digital meminimalkan kesalahan pengisian data, mengurangi penggunaaan 

dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi waktu kerja. Dari sisi otoritas pajak, 

data pemotongan yang tercatat secara real time memudahkan proses pengawasan, 

rekonsiliasi, dan analisis kepatuhan perpajakan (Pertiwi, 2025). 

Dalam bukti potong unifikasi terdapat beberapa informasi penting, seperti 

identitas pemotong dan pihak yang dipotong, jenis pajak, jumlah penghasilan 

yang menjadi dasar pengenaan pajak, tarif yang digunakan, serta jumlah PPh yang 

dipotong atau dipungut. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam pelaporan 

SPT Masa dan juga dapat digunakan oleh pihak yang dipotong sebagai kredit 

pajak dalam SPT Tahunan. Dengan demikian, bukti potong unifikasi memiliki 

peran penting dalam tertib administrasi perpajakan. Selain sebagai bukti atas 

pelaksaan kewajiban pemotongan pajak, dokumen ini juga memberikan kepastian 

hukum bagi kedua belah pihak serta mendukung sustem administrasi perpajakan 

yang lebih terintegrasi dan modern. 

2.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas 

penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang 

pemungutannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi 

penghasilan. PPh Pasal 23 termasuk dalam sistem withholding tax, di mana pihak 

ketiga diberikan kewenangan untuk memotong pajak atas transaksi yang terjadi. 

Menurut penelitian oleh Maryani dan Prasetiyani (2023), PPh 23 adalah pajak 

yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta 

imbalan jasa tertentu yang dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran 

kepada wajib pajak dalam negeri.  

Selain itu menurut Sundayu dan Sari (2025), menyatakan bahwa PPh Pasal 23 

merupakan pajak yang dipotong atas berbagai jenis jasa, termasuk jasa angkutan, 
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dengan tarif tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pemotongan ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa pajak atas penghasilan tersebut telah dipenuhi 

sebelum diterima oleh wajib pajak. Adapun peraturan material mengenai Pajak 

Penghasilan, termasuk PPh pasal 23, pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali 

mengalami perubahan, dan terakhir disempurnakan melalui Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2.5.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Ketentuan mengenai objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun objek 

PPh Pasal 23 sebagai berikut: 

1. Dividen 

2. Bunga 

3. Royalti 

4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) 

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

2.5.3 Jenis Jasa Lain PPh Pasal 23 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 mengenai 

jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

1. Jasa penilai (appraised) 

2. Jasa akuaris 

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan 

4. Jasa hukum 

5. Jasa arsitektur 

6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape 

7. Jasa perancang (design) 
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8. Jasa bengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), 

kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas 

bumi (migas) 

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan 

penambangan minyak dan gas bumi (migas) 

11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 

12. Jasa penebangan hutan 

13. Jasa pengolahan limbah 

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsurching services) 

15. Jasa perantara dan/atau keagenan 

16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilkakukan oleh 

Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan kriling penjamin 

Efek Indonesia (KPEI) 

17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  

18. Jasa pengisian suara dan/atau sulih suara 

19. Jasa mixing film 

20. Jasa pembuatan saranan promosi fiolm, iklan, poster, photo, slide, klise, 

banner, pamphlet, baliho dan folder 

21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware  atau sistem komputer, 

termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 

22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website 

23. Jasa internet termasuk sambungannya 

24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan atau/ 

program 

25. Jasa instalansi/pemasangan mesin, peralatan,listrik, telepon, air, gas, AC, 

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruan g 

lingkupnya di bidang kontruksi, dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha kontruksi 

26. Jasa perawatan/perbaikan/pemerliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 
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gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai izin 

dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi 

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara 

28. Jasa maklon 

29. Jasa penyelidikan dan keamanan 

30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 

31. Jasa penyediaan tempat dan/ataub w3aktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain untuk penyimpanan informasi, dan/atau jasa periklanan 

32. Jasa pembasmian hama 

33. Jasa kebersihan atau cleaning service 

34. Jasa sedot septic tank 

35. Jasa pemeliharaan kolam 

36. Jasa katering atau tata boga 

37. Jasa freight forwading 

38. Jasa logistik 

39. Jasa pengurusan dokumen 

40. Jasa pengepakan 

41. Jasa loading dan unloading 

42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga 

atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis 

43. Jasa pengelolaan parkir 

44. Jasa penyondiran tanah 

45. Jasa penyiapa dan/atau pengolahan lahan 

46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit 

47. Jasa pemeliharaan tanaman  

48. Jasa pemanenan 

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau 

perhutanan 

50. Jasa dekorasi 

51. Jasa pencetakan/penerbitan 
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52. Jasa penerjemahan 

53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 

Undang-Undang Pajak Penghasilan 

54. Jasa pelayanan kepelabuhan 

55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa 

56. Jasa pengelolaan penitipan anak 

57. Jasa pelatihan dan/atau kursus 

58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM 

59. Jasa sertifikasi 

60. Jasa survey 

61. Jasa tester 

62. Jasa selain jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada 

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

2.5.4 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23  

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskam 

bahwa PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh Wajib 

Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), dengan sistem pemotongan 

oleh pihak yang melakukan pembayaran. Secara umum, subjek PPh Pasal 23 

dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang dipotong pajaknya dan pihak yang 

melakukan pemotongan pajak. 

1. Pihak yang dipotong (penerima penghasilan) 

a) Wajib Pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan 

b) Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

2. Pihak yang memotong (pemotong pajak) 

a) Badan pemerintah 

b) Subjek pajak badan dalam negeri 

c) Penyelenggara kegiatan 

d) Bentuk Usaha tetap (BUT) 
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e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

f) Wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak 

2.5.5 Tarif Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 

Besarnya tarif pemotongan pajak menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu: 

a. Bagi yang memiliki NPWP 

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto, atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah, 

penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: 

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

yang telah dikenai pajak penghasilan. 

b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong PPh Pasal 21. 

b. Bagi yang tidak memiliki NPWP 

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak 

memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif 

normal. 

2.5.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari 

kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Dengan demikian, 

pihak pemberi penghasilan tidak diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan 

penyetoran PPh Pasal 23 atas transaksi tertentu, pengecualian tersebut meliputi: 

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang terkait transaksi sewa guna usaha 

(leasing) dengan hak opsi. 

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh Perseroan Terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyetoran 
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modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia dengan ketentuan: 

a) Dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan 

b) Khusus bagi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham 

pada badan yang membagikan dividen paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari jumlah modal yang disetor. 

c) Bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang 

modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan 

kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

d) Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. 

e) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang 

bergerak di bidang jasa keuangan yang berfungsi sebagi penyalur 

pinjaman dan/atau pembiayaan. 

4. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. 

5. Penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada 

rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan 

pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan ketentuan pembebasan dari 

pemotonga atau pemungutan PPh. 

6. Penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah melalui mekanisme 

uang persediaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi 

pengadaan, sepanjang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain atas: 

a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

b) Pengunaan jasa. 

7. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan meyerahkan fotokopi 

surat keterangan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2.6 PPh Pasal 23 Atas Jasa Angkut  

 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa terdiri berbagai jenis jasa, salah satunya 

adalah jasa angkut. Jasa angkut dalam konteks perpajakan merupakan layanan 

yang diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada pengguna jasa dalam rangka 

pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jasa ini dapat dilakukan 
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melalui jalur darat, laut, maupun udara, baik untuk keperluan distribusi barang 

dagangan, bahan baku produksi, maupun kebutuhan operasional perusahaan 

lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, 

penghasilan yang diterima oleh penyedia jasa angkut termasuk dalam kategori 

jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa angkut adalah 

sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto atas imbalan jasa yang dibayarkan, 

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila penerima penghasilan 

tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi lebih tinggi 100%. 

Menurut Sundayu dan Sari (2025), pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa angkut 

adalah pihak yang menggunakan jasa atau pemberi penghasilan. Pihak yang wajib 

melakukan pemotongan umumnya adalah Wajib Pajak Badan, instansi 

pemerintah, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau penyelenggara kegiatan. Pemotong 

pajak berkewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 

atas transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak 

yang dipotong adalah penyedia jasa angkut atau penerima penghasilan. Pajak 

yang telah dipotong oleh pengguna jasa akan menjadi kredit pajak bagi penyedia 

jasa angkut pada saat terhitung Pajak Penghasilan tahunan. 

2.6.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Angkut 

Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 merupakan bagian penting dari 

administrasi perpajakan yang memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus 

meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan. Secara prinsip, besaran PPh 

Pasal 23 dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima oleh penerima 

penghasilan sebagai objek pajak. Salah satu objek pajak PPh Pasal 23 adalah jasa 

angkut yang termasuk dalam kategori jasa lain sebagaimana diatur dalam 

ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Vendy 

(2025), menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 atas jasa 

angkut adalah jumlah bruto yaitu seluruh nilai pembayaran sebelum dikurangi 

biaya apa pun. Jumlah bruto tersebut mencakup seluruh tagihan jasa angkut yang 

tercantum dalam invoice atau kontrak kerja sama. Jika penyedia jasa tidak 
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memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan dikenakan 

lebih tinggi 100% sesuai ketentuan yang berlaku.  

Sebagai contoh, PT DEF melakukan pembayaran jasa angkut kepada penyedia 

jasa dalam negeri sebesar Rp50.000.000. Penghasilan berupa jasa angkut 

termasuk objek PPh Pasal 23, dan penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak 

dalam negeri, sehingga tarif pajak yang berlaku adalah 2% dari penghasilan bruto. 

Dengan demikian, besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong adalah sebesar 

Rp1.000.000, sehingga PT DEF menyalurkan pembayaran bersih sebesar 

Rp49.000.000 kepada penyedia jasa. Namun, apabila penyedia jasa tidak memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif pajak yang berlaku menjadi lebih 

tinggi 100% dari penghasilan bruto atau 4% dari penghasilan bruto. Sehingga PPh 

Pasal 23 yang dipotong  menjadi Rp2.000.000 dan jumlah yang diterima oleh 

penyedia jasa sebesar Rp48.000.000. 

Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat 

penghasilan dibayarkan atau tersedia untuk dibayarkan, sehingga pajak terutang 

dapat segera disetorkan ke kas negara. Mekanisme ini menekankan tanggung 

jawab pemotong pajak untuk melakukan pencatatan dan administrasi secara 

akurat. Kesalahan perhitungan atau keterlambatan pemotongan dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif berupa bunga 

atau denda, sehingga mekanisme ini menuntut profesianalisme dan ketelitian dari 

pihak pemotong. Dalam konteks administrasi modern, sistem perpajakan 

elektronik seperti Coretax memfasilistasi pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 

secara lebih efisien dan akuntabel.  

2.6.2 Saat Terutang, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa 

Angkut 

Saat terutangnya PPh Pasal 23 pada umumnya terjadi  pada saat dilakukan 

pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, atau saat jatuh tempo pembayaran 

kepada pihak penerima penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi 

terlebih dahulu. dengan demikian, walaupun pembayaran belum direalisasikan 
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secara tunai, apabila penghasilan tersebut telah menjadi hak penerima dan sudat 

dapat ditagihkan, maka kewajiban pemotongan pajak telah timbul (Deslivia & 

Christine, 2021). 

Selanjutnya, pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara sesuai 

batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan. Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 menetapkan bahwa penyetoran pajak masa, 

termasuk PPh Pasal 23, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. Penyetoran melalui sistem elektronik, seperti e-

Bupot pada Coretax, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib 

pajak.  

Setelah dilakukan penyetoran, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan 

PPh Pasal 23 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa paling lambat tanggal 20 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan ini dilakukan secara 

elektronik dan dilengkapi bukti pemotongan sebagai pertanggungjawaban atas 

pajak yang dipotong dan disetorkan. Pelaporan tersebut juga berfungsi sebagai 

sarana pengawasan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, ketepatan dalam 

menentukan saat terutang, melakukan penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 

sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menghidari 

sanksi administrasi. 



 

 

BAB III  

METODE PENULISAN  

3.1  Desain Laporan Akhir 

Desain laporan akhir merupakan kerangka atau rancangan sistematis yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan penelitian. 

Desain ini berperan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, 

dan analisis data agar penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, 

serta sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya desain penelitian, 

seluruh tahapan penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Laporan akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan 

kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara nyata dan mendalam suatu fenomena, proses atau 

kegiatan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini lebih 

menekankan pada pengumpulan data berupa informasi, keterangan, serta 

dokumen pendukung dibandingan dengan data berbentuk angka. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT DMS Konsultan sebagai lokasi penelitian 

sekaligus tempat pelaksanaan Praktif Kerja Lapangan (PKL). Objek penelitian 

dalam laporan akhir ini adalah kegiatan administrasi perpajakan yang dilakukan 

oleh PT DMS Konsultan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penulis 

mendeskripsikan secara sistematis bagaimana prosedur atau proses administrasi 

perpajakan dijalankan di perusahaan tersebut. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data 

yang berbentuk penjelasan tertulis maupun lisan, bukan berupa angka atau



31 

 

 

  

 perhitungan statistik. Informasi yang diperoleh berasal dari hasil wawancara 

dengan narasumber yang menyampaikan pendapat, pengalaman, serta 

pengetahuan mereka terkait topik yang dibahas. Seluruh informasi tersebut 

kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami permasalahan yang 

diteliti dan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan. 

3.2.2  Sumber Data 

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber data, 

yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari 

objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak 

terkait serta pengumpulan dokumen pendukung yang tersedia di PT DMS 

Konsultan. Dokumen tersebut antara lain berupa data faktur pajak, Bukti Potong 

serta SPT Masa PPh 23 yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek 

penelitian, melainkan melalui sumber peranrtara seperti buku referensi, jurnal 

ilmiah, artikel, dan situs web yang relevan dengan topik pembahasan. Data 

sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer sehingga 

analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses 

penyusunan laporan akhir, karena suatu permasalahan tidak dapat dianalisis dan 

diselesaikan tanpa didukung oleh data yang memadai. Oleh sebab itu, data yang 

diperoleh harus relevan dan akurat agar dapat digunakan sebagai dasar dalam 

pembahasan serta penarikan kesimpulan. Dalam penyusunan laporan akhir ini, 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Penulis mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui 

berbagai sumber, baik offline maupun onnline. Kegiatan ini dilakukan dengan 

membaca dan menelaah buku, jurnal, peraturan, serta sumber lainnya guna 

memperkuat landasan teori dan menunjang pembahasan dalam laporan akhir. 

2. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten 

di perusahaan untuk memperoleh informasi, data, serta dokumen yang 

dibutuhkan. Melalui wawancara ini, penulis  mendapatkan keterangan yang lebih 

jelas dan mendalam sebagai bahan pendukung dalam menyusun laporan akhir. 

3.4  Objek Penelitian 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melaksanakan kegiatan penelitian selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

selama periode 12 Januari hingga 27 Februari 2026, yang dijadwalkan setiap hari 

Senin hingga Jumat. PKL dilaksanakan di PT DMS Konsultan, yang beralamat di 

Jalan ZA Pagar Alam Gg. Cemp. III No.3, Segala Mider, Kec. Langkapura, Kota 

Bandar Lampung, Lampung 35113. Adapun jam operasional PKL pada hari kerja, 

yaitu Senin hingga Jumat, dimulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo PT DMS Konsultan 

Sumber: PT. DMS Konsultan 

Gambar 3. 1 Logo PT DMS Konsultan 
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3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Dame Mitra Solusindo (DMS) Konsultan merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa konsultasi, mencakupi akuntansi, perpajakan, dan 

manajemen keuangan. Perusahaan ini, yang juga dikenal dengan Damanique & 

Partners, didirikan oleh Bapak Damanik pada tahun 2008. Saat ini, perusahaan 

berlokasi di jalan pagar alam Gg. Cempaka III No.3, kelurahan Segala Mider, 

Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. PT DMS 

Konsultan menyediakan berbagai layanan profesional yang membantu perusahaan 

dan individu dalam mengelola administrasi keuangan serta kepatuhan perpajakan 

secara efektif dan sesuai regulasi yang berlaku. 

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis juga menggunakan contoh kasus pada 

PT DEF, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang usaha distributor alat 

kesehatan rumah sakit. PT DEF berperan dalam mendistribusikan berbagai 

peralatan medis kepada fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. 

Kegiatan usaha tersebut menimbulkan berbagai transaksi jasa, khususnya jasa 

angkut, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, sehingga relevan untuk 

dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini. Dalam transaksi jasa angkut 

tersebut, PT DEF bertindak sebagai pihak yang menggunakan jasa sekaligus 

pemotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, 

sedangkan jasa angkut diberikan oleh PT XYZ sebagai pihak penyedia jasa. Oleh 

karena itu, atas pembayaran jasa angkut yang diakukan kepada PT XYZ, PT DEF 

memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

PPh Pasal 23 serta menerbitkan bukti potong melalui sistem administrasi coretax 

berbasis unifikasi. 

3.4.3 Visi dan Misi perusahaan 

a. Visi 

Menjadi konsultan pajak yang terpercaya serta profesional, juga menyediakan 

tenaga kerja serta menyalurkannya kepada prusahaan yang membutuhkan. 
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Direktur 

Manager 
Operasional 

HRD 

Spv. 
Lapangan 

Staff 
Lapangan 

Spv. 
Accounting 

Staff 
Accounting 

Spv. PPh 

Staff PPh 

Spv. PPN 

Staff PPN 

Spv. Kasus 

Staff Kasus 

b. Misi 

1. Memberikan layanan profesional yang menyeluruh serta berkualitas tinggi 

dengan tetap menjaga kejujuran serta dedikasi. 

2. Membangun jaringan serta kemitraan yang pasif dengan para pemangku 

kepentingan, seperti klien serta masyarakat. 

3. Membangun keseimbangan kehidupan kerja yang berpusat pada asas 

keluarga dan menumbhkan lingkungan kerja yang konduktif 

3.4.5 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi 

Sumber: PT DMS Konsultan 

Berikut deskripsi jabatan PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan: 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama memiliki tanggung jawab dalam memimpin, mengarahkan, serta 

mengoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas yang ada di PT Dame 

Mitra Solusindo Konsultan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. 

Gambar 3. 2 Stuktur Organisasi PT DMS Konsultan 
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2. Manajer Operasional 

Manajer Operasional bertanggung jawab dalam mengelola berbagai kegiatan yang 

berkaitan dengan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta administrasi 

dan tata usaha perusahaan. 

3. Human Resource Development (HRD) 

Bagian Human Resource Development (HRD) memiliki tugas untuk menyusun 

kebijakan sumber daya manusia, mengambil keputusan, serta memberikan solusi 

terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Selain itu, HRD 

juga bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, evaluasi kinerja karyawan, 

pemutusan hubungan kerja, serta mutasi atau pemindahan karyawan. 

4. Administrasi 

Divisi administrasi bertugas memberikan dukungan administratif kepada Direktur 

Utama, menyiapkan berbagai korespondensi, menerima dan melayani tamu 

perusahaan, serta memngingatkan Direktur Utama terkait tanggung jawab maupun 

perjanjian resmi yang telah dijadwalkan. 

5. Administrasi Lapangan 

Administrasi lapangan bertanggung jawab melakukan koordinasi terhadap hasil 

pekerjaan di lapangan secara berkala, memastikan target pekerjaan dapat tercapai 

sesuai rencana, serta mengumpulkan data secara langsung dari klien. 

6. Supervisor Accounting 

Supervisor Accounting memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun program 

penyusunan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Laporan 

keuangan yang disusun meliputi laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan 

keuangan, neraca, laporan arus kas, serta laporan evaluasi keuangan. 

7. Staff Accounting 

Staff Accounting bertugas memantau laporan perpajakan, menyusun laporan 

keuangan perusahaan, serta melakukan analisis terhadap rekening koran. 



36 

 

 

  

8. Supervisor Pajak Penghasilan (PPh) 

Supervisor Pajak Penghasilan (PPh) bertugas menghitung jumlah pajak yang 

harus dibayarkan oleh klien pada periode tertentu, memastikan pembayaran dan 

pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, serta menyusun laporan keuangan baik 

secara fiskal maupun komersial. 

9. Staff Pajak Penghasilan (PPh) 

Staff Pajak Penghasilan (PPh) memiliki tugas yang hamoir sama dengan 

Supervisor PPh, yaitu melakukan perhitungan pajak, memastikan pembayaran 

pajak dilakukan tepat waktu, menyusun perencanaan pajak, serta membantu 

penyusunan laporan keuangan fiskal dan komersial. 

10. Supervisor PPN 

Supervisor PPN bertugas memberikan arahan kepada staff PPN, melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan staff, serta menjelaskan tugas 

dan tanggung jawab kepada anggota tim. 

11. Staff PPN 

Staff PPN bertanggung jawab melakukan tindak lanjut terhadap klien, 

memastikan kesesuaian faktur dengan purchase order, menghitung jumlah Pajak 

pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan, serta memastikan pembayaran 

PPN dilakukan sebelum tanggal 20. Selain itu, staff PPN juga menyusun dokumen 

dalam bentuk softcopy dan hardcopy, yang akan digunakan oleh bagian 

accounting dalam penyusunan laporan keuangan. 

12. Supervisor Kasus 

Supervisor kasus bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengawasi 

penanganan berbagai permasalahan perpajakan yang dihadapi klien. Tugasnya 

meliputi memberikan arahan kepada staff kasus, memantau proses penyelesaian 

sengketa pajak, serta memastikan setiap penanganan kasus berjalan sesuai dengan 

pearturan perpajakan yang berlaku. 

13. Staff Kasus 
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Staff kasus bertugas menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

dihadapi oleh wajib pajak. Tugas terserbut meliputi pengajuan banding ke 

pengadilan pajak, permohonan penghapusan sanksi dan denda pajak, serta 

pengajuan permohonan pengangsuran atas sanksi dan denda pajak.



 

 

 

  

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan sistem administrasi coretax 

berbasis unifikasi  dalam pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa angkut 

pada PT DEF, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tersebut telah 

digunakan dalam proses administrasi perpajakan perusahaan melalui sistem yang 

terintegrasi sehingga proses pembuatan bukti potong menjadi lebih terstruktur dan 

terdokumentasi secara digital. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa 

angkut pada PT DEF telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku, yaitu berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam pearturan perundang-

undangan yang mengatur objek PPh Pasal 23 atas jasa angkut. Selanjutnya, 

prosedur pembuatan bukti potong unifikasi melalui sistem Coretax dialkukan 

melalui beberapa tahapan, mulai dari login ke sistem, penginputan data transaksi 

jasa, proses validasi data lawan transaksi, perhitungan pajak secara otomatis oleh 

sistem, hingga penerbitan bukti potong yang dapat digunaka sebagai dokumen 

administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaannya, PT DEF juga menghadapi 

beberapa kendala, antara lain penyesuaian terhadap sistem baru, kebutuhan 

adaptasi pengguna, serta kendala teknis seperti gangguan sistem dan kesalahan 

input data yang menuntut ketelitian dalam proses administrasi perpajakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan penulis, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan efektivitas penerapan 

sistem Coretax DJP pada PT DEF, yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi 

pegawai yang terlibat dalam administrasi perpajakan melalui pelatihan atau 

sosialisasi secara berkala terkait penggunaan sistem Coretax DJP.
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2. Perusahaan perlu melakukan pengecekan data transaksi secara berkala 

sebelum proses pembuatan bukti potong dilakukan, sehingga dapat 

mengurangi kesalahan input data dan mencegah terjadinya pembetulan 

dokumen perpajakan. 

3. Perusahaan diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan 

serta pembaruan sistem Coretax yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

4. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus melakukan pengembangan 

dan optimalisasi sistem Coretax DJP, terutama dalam hal stabilitas sistem dan 

kecepatan akses, sehingga dapat mendukung pelaksanaan administrasi 

perpajakan yang lebih efisien dan andal. 

5. Penelitian atau kajian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan 

pembahasan terkait implementasi Coretax DJP pada jenis pajak lainnya agar 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem 

ini di lingkungan perpajakan. 
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